
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 72 TAHUN 2008 

TENTANG 

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (8) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena 
Cukai; 

Mengingat   : 1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 3613) sebagaimana  telah  diubah  dengan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4755); 

  
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: 
 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG NOMOR POKOK 
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 

2. Cukai ... 
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2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap 
barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 
karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 

3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang 
selanjutnya  disingkat dengan NPPBKC  adalah izin untuk 
menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha 
tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, 
atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai. 

4. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, 
halaman, dan lapangan yang merupakan bagian 
daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan 
barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena 
cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. 

5. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.  

6. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik. 

7. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau 
lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang 
dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa 
etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk 
disalurkan, dijual, atau diekspor. 

8. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang 
mengusahakan tempat penyimpanan. 

9. Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual 
secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir. 

10. Pengusaha  Tempat  Penjualan Eceran  adalah  orang yang 
mengusahakan  tempat penjualan eceran. 

11. Tempat Usaha Penyalur adalah tempat, bangunan, halaman, 
dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan 
usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai yang 
sudah dilunasi cukainya untuk disalurkan atau dijual yang 
semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir. 

12. Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual 
barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang 
semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.   

13. Tempat Usaha Importir barang kena cukai yang selanjutnya 
disebut Tempat Usaha Importir adalah tempat, bangunan, 
halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk 
kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena 
cukai impor yang sudah dilunasi cukainya. 

14. Kantor adalah Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
15. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

16. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk 
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang. 

 

BAB II ... 
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BAB II 
KEWAJIBAN MEMILIKI NPPBKC 

 
 

Pasal 2 
 

(1) Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:  

a. Pengusaha Pabrik; 

b. Pengusaha Tempat Penyimpanan;  

c. importir barang kena cukai;  

d. Penyalur; atau 

e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, 

wajib memiliki NPPBKC.  

(2) Kewajiban memiliki NPPBKC untuk menjalankan kegiatan 
sebagai Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya berlaku untuk 
Penyalur  dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran barang 
kena cukai berupa etil alkohol atau minuman yang 
mengandung etil alkohol. 

(3) Kewajiban memiliki NPPBKC untuk menjalankan kegiatan 
sebagai Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran 
selain etil alkohol dan minuman yang mengandung etil 
alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri. 

 
 

Pasal 3 
 
 

Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada: 

a. Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari daun 
tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas 
untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan 
eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim 
digunakan, apabila: 

1. dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah 
dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau 
bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan 
hasil tembakau; dan/atau  

2. pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi 
atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, 
etiket, atau yang sejenis dengan itu; 

 

b. Orang ... 
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b. Orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol 
yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila: 

1. dibuat oleh rakyat Indonesia; 

2. pembuatannya dilakukan secara sederhana;  

3. produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter setiap 
hari; dan 

4. tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran; 

c. Orang yang mengimpor barang kena cukai yang 
mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)  huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf f Undang-Undang; 

d. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang 
jumlah penjualannya paling banyak 30 (tiga puluh) liter 
setiap hari; dan 

e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran minuman mengandung  
etil alkohol dengan kadar paling tinggi 5% (lima persen). 

 

 

BAB III 

TATA CARA PEMBERIAN NPPBKC 

 
 

Pasal 4 

 

NPPBKC diberikan kepada setiap Orang yang akan menjalankan 
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) : 

a. yang berkedudukan di Indonesia; atau 

b. yang secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum 
yang berkedudukan di luar Indonesia. 

 
 

Pasal 5 

 
(1) Dalam rangka mengajukan permohonan untuk memperoleh 

NPPBKC, Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus 
terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada kepala Kantor untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, 
bangunan, atau tempat usaha. 

(2) Atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pejabat Bea dan Cukai membuat Berita Acara Pemeriksaan 
dengan disertai gambar denah lokasi, bangunan, atau 
tempat usaha. 

(3) Setelah ... 
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(3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Menteri untuk memperoleh NPPBKC dengan 
melampirkan: 

a. Berita Acara Pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat 
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan 

b. salinan atau fotokopi surat atau izin yang 
dipersyaratkan dari instansi terkait yang telah disahkan 
oleh pejabat yang berwenang. 

 

 

Pasal 6 

 

Lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 

a. untuk Pabrik: 

1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, 
halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian 
pabrik yang dimintakan izin;  

2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan 
umum; dan 

3. memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha 
dalam batas tertentu; 

b. untuk Tempat Penyimpanan: 

1. tidak berhubungan langsung dengan bangunan, 
halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian 
Tempat Penyimpanan yang dimintakan izin; 

2. berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan 
umum;  

3. memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha 
dalam batas tertentu; 

4. memiliki tempat penimbunan permanen berupa tangki 
dengan kapasitas keseluruhan paling sedikit 200.000 
(dua ratus ribu) liter etil alkohol dilengkapi dengan 
fasilitas penunjang berupa pompa, alat ukur volume dan 
suhu, dan tabel volume yang disahkan oleh dinas 
metrologi;  

5. memiliki pagar dan/atau dinding keliling dari tembok, 
dengan ketinggian paling rendah 2 (dua) meter yang 
merupakan batas pemisah yang jelas, kecuali diatur lain 
oleh pemerintah daerah; dan 

6. memiliki ruang laboratorium dan peralatannya;  

c. untuk ... 


